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Abstrrk
Undang-undarg Nomor 32 Taiun 2fiX t€ntarg Pem€.intrhan Daerah atau lazim disebut
sebagai Uodang-undang otonomi Daerah secam legal dan pridis lelah disahkan dan
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati So€kamoputri di Jakarta
pada tanggat I 5 okober 20M. S€lain itujuga lelah diundangkan oleh Seketaris Negam
Republik Indonesia Bahbatrg Kesowo dalam l,€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 125. lni berarti membuka pintu kajian semakinjelas (transparan)
akan pentingnya keterlibatatr dari tnasyar"kat maupun Fmerintah dalam mematuhi secala
sadar isi dari Undatrg'undang yal|g telrh disahksn len€but (dar so//€r) dan dilaksanalan
secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan b€rmasyarakat, berbangsa. dan
bemegara, bafikan berpolink @at sein).
Kata Kunci: r./d so//er, das sein, pilkada
I .  PENDAHULUAN
Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan
Daerah d idasari oleh bcberapa ketcntuan pemndang-undangan antam lain:
1. Pcrubahan (Amandemen) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Pcrubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daemh;
3 . Undang-undang Nomor I 2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umun Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan Dacrah, dan Dcwan Perwakilan
Rakyat Dacrah, sebagaimana telah diubah mcnjadi Undang-undang RI Nomor l0
Tahun 200lli
4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5 . Undang-mdang RI lainnya yang tcrkait dcngan Otonomi Daerah.
Pemcrintah Daerah mclaksanakar fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang
dilakulan oleh lembaga pemerintalnn daerah, dalam hal ini yaitu: Pcmerintah Daeml
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih s€cara langstmg oleh ralJat
yang peNyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangal
Gubemur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil
Pemerhtah di daeralL dalam pengertian unhrk meqjembatani dan memperpendek
rcntang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah temasuk dalam pembinaan
dan pengawasan terhadap enyelenggaraan urusan pemerintahan.
Penyelengga.raan Pemerintaharl Daerah dilakukan oleh Gubemur selaku Wakil
Pernerintah diDaerah unnrk mewujudkal tercapainyatujuan p€nyelenggaraan Otonomi
Da€rah.
Pengawasan tas penyelenggaraa Pemerintalun Daerah adalah proses kegiatan
yang ditujukal untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana
dan ketentuan Peraturan Penmdang-undangan yangberlakt (das s o ll en).
II. PEMILIIIAN KEPALA DAERAH DAN WAICL KEPALA DAERAH
Ada 64 (enam puluh empat) Pasal dalarn Undang-undang Nomor 3 2 Tahun
2004 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daemh dan Wakil Kepala Daerah
yang dibagi menurutparagraf sebagai berilcut:
I . PamgrafKesatu: Pasal 56 sarnpai dengan Pasal 67 mengenai Pemilihan;
2. ParagmfKedua: Pasal68 sampai denganPasal 74 mengenai Penetapan Pemilih;
3. ParagrafKetiga: Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 mengenai Kampanye;
4. ParagrafKeempat: Pasal 86 sampai dengan Pasal 106 mengenai Pemungutan Suar4
5. PangrafKelima: Pasal 1 07 sarnpai dengan Pasal I 12 mengenai Penetapan Calon
Terpilih dar Pelantilan;
6. Paragraf Keenam: Pasal 1 l3 sampai dengan Pasal I 14 mengenai Pemantalu[l
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daenh;
7. ParagafKehrj uh: Pasal I I 5 sampai dengan Pasal I 19 mengeiai Ketentuan Pidana
Pemilihan Kepala Daemh dan Wakil Kepal Daerah.Berbagai cara yang dialkukan
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) rmtuk menseleki Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerchmelalui' ft and proper lesl " , selah seleksi administrasi,
dan yang berkaitan dengan itu. Ada 3 (tiga) kil€ria penitaian yang dilakukan dilihat
dari berbagai aspek, yaitu:a. Aspek integritas danmoralitas; b. Aspek\4si dan Misi;
dan c. Aspek ilrnu pengtahuan teknis dan gofesionalitas.Dalam mengangkat citm
supremasi hukum di daerah, perlu juga dikaji kembali suatu aspek yang sangat
"essezsial' di sepanjang proses kinerj a yang akar dilakukan ol€h para calon, yaitu
pembenahan "perilaku", yang berintikan "etikt religi", yaknr "moralitas".
Kekuawatiran yarrg menonjol selama ini terhadap ketidakpercayaan dalr
ketidakmampuan pa€ calon untuk menahan hawa nafsu gulla memenuhi tuntutan
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duniawi dengan cata-cata "mengkomersialisasikan jabatan" Bukanlah suatuj aminan apabila Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lulus seleksi
dan duduk memangkujabatannya akan mampu menyelesaikaa pers o l r\,.intern-
maupun "ekstenz" di dalam pemerintahan.Moralitas dalam konteks pemiki.an sistem
hoknm, menurut Lawience Friedmann dalam blrkn The Legal System, A Social
Science Perspective A975), ternasuk dalarn kategori budaya huktun. Aspek budaya
huku.'n ini adalah kaidah kesadaran hukum (lndang-undang) yang muncul sebagai
tingkah laku yang didasari oleh suara yuridis bathiniah seorang. Dengan demikian,
munculnya kesadaran manusia untuk menjalankan Undang-undang sesuai dengan
kaidah nonratif(dar sol/er) dibungkus oleh moralitas eseorang sebagai pencerminan
dari moralitas religi yang dianut (da.r.ret ).Terlepas dari beberapa persyaratan
sebagaimana disebut di atas, fakta menunj ukkan bahwa apa yang disyaratkan oleh
undarg-rmdang (das so11en) dengan apayang terjadi/kenyataan (d2r.reir) menimbulkan
suatu kesenj angan Gdp) yang memerlukan suatu penyelesaian yang serius dengtur
memberdayakan aturan dad undang-Mdang (/ule oflaw) ywrgsudah ada.
Camba.
capant^r^ DasSo e; d^a Do' Sein
Setelah proses pemilihan Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilalui, maka
menurut Pasal I 02 Ayat 6, Undang-urdang Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan:
"Berira 4cara dan rekapitulari has penghitungan suara dilakukan di
semua KPU Kabupaten/Ko[a, selanjutnya diputuskan dalam pleno KpU profinsi
untuk menetapkan pasangan calon tetpilih-"
Penetapan pasangan calon terpilih oleh KpU provinsi disampaikan keoada
DPRD Pror ins i untuk d iproses pengesalnn pengangkatannya sesLrai dengan peraturan
perundang-urdangan yang berlaku sanpai dengan saat ini.
Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mensatakan:
''Pengesahan pengangkatan pa:angan C,tlon Lubernur tlan llak LTbernur
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terpilihdilakukan oleh Presiden, selambat-lambanya dalanwaktu 30 (tigapuluh)
Selanjutnya Pasal 109 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menyzt^k2lt:"Patahgan Calon Gubernur dan llakil Gubernur Terpilih diwulkan
oleh DPRD Provinsi, sela tbat-lambatnya dalam wakn 3 (iga) hai, kepada
Presiden melalui Menteri Dalctm Negeri berddsarkan Berita Acara Penetapan
Pasangan Calon Terpilih dari KPU Proyinsi untuk mendapatkan
pengangkaton."
Kcdua Pasaltersebutdi atas (Pasal 102 dan Pasal 109 UU Nomor32 Tahun
2004), sccara yuridis sudah kuat dan benar ( das sollen), telapi s..ara fakta (drr
selr) apakah sudah mulus dilaksanakan di lndonesia? Jawaban untuk ini,perlukita
kaj i berdasarkan fakta yang terjadi di daerah.
IIl. I.'AI(TA DI DAERAH
Secara kasuistis dibeberapa daerah di Indonesia penerapan Pasal 109 ayat
( 1 ) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mcnimbulkan
kontroversiatau polemik, karena ntara isi dari Undang-undang (dds sollen) dan
pelaksanan isi Undang-undang (d.d sein) tcrjadi ketidakpastian. Tcrjadinya hal seperti
inidisebabkan olch bcbcmpa sebab atau pernasalahan, antara lain seperti:
l. Tidak ditcrimanyaKeputusan KPUD oleh pa-sangan calon yangmerasa
dirugikan;
2. Ada protes atau tnntutan hukum dari pasangan calon yang tidak berhasil
terhadap hasil putusan KPUD;
3. Adanya tuntutan hukum dari pasangan calon/beberapa pasangan calon
ke Pengadilan Tinggi atau ke Maikamah Agung;
4. Adanya tuntutan hukum dari pasangan calon terpiliMidak terpilih ke
Mahkaflai Konstitusi;
5. Adanya peraturan penmdang-undangan yang menyatakan lain selain
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004-
Kita ambil contoh seperti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten
t arnpmg Utar4 hasil pemilihan tanggal 3 September 2008 yang silam menimbulkan
permasalahan.
Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bachtiar Basraslarnet Haryadi) menggugat
KPU l-amptrrtg Utara atas hasil penghitungan ulang peftitrmgan suara Perniliha[ Blpati
danWakil Bupati tanggal 10, 11, dan 14 September2008, yang kemudianmenetapkan
kemenangan pasangan Drs- Hi. ZainalAbidin, M.M., dan Drs. Hi. Rohimah Aslan,
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pada had Minggu, l4 September 2008 secara resmi (Berita S urat Kabar Lampung
Post dan Radar Lamprr?g, Senin, 15 September2008).
Penetapan i i tidak diterima pasangal Bachtiar Basri-Slamet Haryadi yang
sebelurnnya telah dinyatakan dan diberi ucapan selamat oleh kalangan/kelompok
teftentu atas keunggulan suara yang diperoleh (ucapan selamat di Surat Kabar ,a,?prr?g
Posr, Rabu, 10 September 2008 dar Kamis, 1 1 September 2008).
Secara resmi pasangan Bachtiar Bas -Slamet Haryadi menggugat KPU
Lampung Utara melalui Pengadilan Negeri Lamprurg Utara yang disampaikan oleh
Tim Advokasinya pada hari Selasa, 16 September 2008. benamaan dergan aksi
yang dilalorkan oleh pendukung Bachtiar Basri-Slamet Haryadi.
Sebenamya, kewenangan untuk mengadili yang berkaitan dengan Pilbub-
Pilwabup berada di Pengadilan finggi Lampung yang direspons dalam waktu l4
(empatbelas) hari setelah gugatan diterima.
Pasal 2 I Butirb, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
'\nenilih Pinpinan Daeralr" merupakan kervenangan otonomi da€rah dikaitkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang ]'ata Cara Pemilihan,
Penetapan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Terang bahwa menurut Pemnuan Ma-hkanah Agung, kasus seperti di atas
masuk dalam kategori " Perdata Khusus" .
Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Lanpung Utara mendapat sorotan dari organisasi
masyamkat (Ormas) dan dinilai bahwa KPU Lampung Utara melakukan pelanggaran
dan tidak konsisten menetapkan sah atau tidak sahnya suat suara yang dicoblos oleh
pemilib-
Kembali timbul lagi pen utyaa* manakah yang lebih kompeten antara " das
sol le n " dengan'das sern " dalam hal ini antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP
Nomor 6 Tahun 2005 dengan Ketetapan KPU Lampung Utara dalam menetapkan
Pasangan Pemenang Pilbub-Pilwabup?
Gugatan pasangan Bachtiat Basri Slamet Haryadi terhadap KPU Lampung
Uta4 melalui persidangan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membual*an hasil
dan memenangkan putusai pada tanggal I3 Oktober 2008. Narnun Putusan Pengadilan
linggi Tanjungkanng dimaksud tidak diterima oleh KPU Lampung Utara begitu saja
dan mengajukan PK (Peniqjauan Kembali) ke MaRarnahAgruu. Hasilny4 Mahkarnah
Agung memenangkan PK KPU Lampung Utara pada Putusan tangga.l 19 Desember
2008.
Putusan MahkamahA$mg yang mengabulkan PK (Peninjaual Kembali) KPU
Lampung Utara mendapat reaksi dari Ketua Komisi Yudisial (KY) dengan
Undang- ndang Nonor 32 Tahun 2004 dah UU Nomot 12 Tahun 2008... (H. M. Sneear) 53
mengeluarkan pemyataar di mana Putusan MA tersebut dinyatakan "rdadl delri
Proses hrkurn yang san, pai deDgan saat ini masih berjalan. berimbas terhadap
KPU Lampung Utara sebagai Lembaga yang mewakili kedibilitas dimanaharus
mempertajulrl(an legitimasinya .ntara "das sollen" dut"da.g sein '.
Contoll kasuistis lainyang dapatdiangkat daliin1 tulisan ini yaitu pemilihan
Gubernur-Wakil Gubemur Lampullg. padatanggal. bulan. dan tahun yang sama.3
Septen$er 2008. )tuig diikutioleh 7 (lujuh) pasangan Calon cub€mur \VakilGubcmur.
Pemilihan C'alon Gubemur Wakil Gubernur Lampung j uga menimbulkan
kontroversi i ustru di kalangan para pasangan calon yang tidak menerjma hasil
perhitungan suara dari beberapa lembaga penghihlng suara dar,t hasil perhitungan suara
dariKlU Proviosi i-ampung. Dalatnkonteks inikembali murcul masalah keabsalun
di a]|,lala''dtl]J sollen" dzur "a/4.r.relr" antara proses pelaksanaar pemilihan daD hasil
peDetapan pemenang oleh KPU Provinsi Lalrpung, serta Putusan DPRD Provinsi
Lantptrng dan "Pelrr?Il*4r?" Pasangan Gubemur Wakil Gubemur sesuai ketentuan
Undang-undang dar Peraturan Perundang-wdrrgan lairrrrya yang berlaku.
I{asil pemungutan suara yang dilalukan oleh lembaga perhitungan hasil suara
cepat pada hari pemungutan suaratanggal3 September2008. menuai protes dari 6(enam) pasangan calon Gubemur-Wakil Gubemur yang tidak mau menedma hasil
pernungutan sr.ram dimalsr.rd yang cr-rkup variatif(urnlah suam yarg diperolch masing-
t,ttasingcalolt.
Salah satu t'aktor munculnya protes 6 (enam) pasang Cagub-tawagup yang
menolak hasil pemungutan suara dalah :adanya indikasi dengan praktek politik uang(noney pol it ics) yang dilakukan oleh pasangan Cagub - Caxagub tertentu. Apakah
hal ihr benar atau tidak sudah barang tentu menjadi uusan dari KPU provinsi Lanpung
dan Panrvaslu. atau apakah protes dari 6 (enam) pasang Cagub-tawagub itu diangap
syah (/dt, atau tidak. memerlukan pembuktian yang faktual. Seyogyanya ke 7 (uj uh)
pasarg Cagub{arvagub harus tetap menjunj!':lltinggi 7 (tujuh) butir kesepakatan
P/gr.} damai yang telah dideklarasikan pada hari Sabtu, l6Agusrus 2008 yang silam,
di antaranya dalah:
. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundangan yang
berhubungan dengan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur.
. Mcnyalurkan perbedaarl pendapat melalui musyawaralr dan atauj alur hukum.
Perbedaan pendapat yang menjurus kepada konflik yang akhimya akan merugikan
masyarkat akan dicegah dengan semangat kebersamaan.
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. Menjaga agar semua tahapatr Pilgub dapat b€rjalan dengan arnan, lancar,
dan damai, dan menyadari bahq/a $asana yang tidak kondusifakibat konflik hanya
mercghkan dan menyengsarakan masyarakat banyak.
. Siap menghormati dan menaati hasil pemilihan yang dilaksanakn dan
ditetapkan.
. MenFks€skan Pemiliha Gubemur kmpung tahm 2008 peruh dengan cinta
kasih dalam persaudaraan sebangsa dan se-Taruh Air Indonesi4 demi terwujudnya
Lamprmg yang sejahtera.
Deklarasi Pilgub Damai diDaksu4 selain ditandatangani oleh ke 7 (tujuh) pesang
Cagub-Cawagub. j uga turut menandataDgani para pejabat e*ait. seperti Gubemur
Lampw4, Ketua DPRD Lampung, Kapolda Lampung, Daffem 043 Gatanl Kajati
Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Ketua KPU Lampung. dan Ketua
Panwas Pilgub Lampung.
Pemyataan keberatan yeng dirandatangaDi oleh 6 (enam) pasang kandidat
disampaikan secara resmi kepada Gubemur Lampung. DPRD Provinsi, dan KPU
Lampung pada had Senin, 8 September 2008.
Faktor lain munculnya protes 6 (eDam) pasang CaguHawagub termasuk
tudulnn adanya penghitungan sua.radi T?S-TPS sebelumpukul 13.00 WlB (batas
waktu pelaksanaan Pilgub).
Dari dua faktor teGebut di atas menunjukkan semakinj elas timbul perbedaan
(gap) di antara "das .ro llen" daD"das sein", anta$ peraturan Pilgub yang b€laku
dengan hasil Pilgub di lapangao Protes ke 6 (enam) pasangan Cagub{awagub, oleh
Ketua KPU Lampmg dinilai tidak memitiki dasar hulaun dan tidak tepat karena KPU
belum menetapkan hasll golebansnra(bnpung Posl. Rabq l0 Septedber 2008).
Pleno PenghiturEan Suara Pilgub 2008 yang digelar Komisi Pelnilihan Umum
(KPU) LampLrng, pada hari Kamis, 18 September 2008, menetapkar salah satu
pasangan CaguHawagub dari ke 7 (ujuh) pasaigan yaitu Pasangan Sjachroedin
ZP M.S- Joko tjmar Said (IJJ) sebagai pemenang dengan meraih perolehalr suam
tertinggi yaitu 4 3.2 7 persen (43,27 %) dari j umlah suara sah sebany ak 3 .498.296.
Rekapitulasi hasil penghitungan sua.ra KPU Larnpung tidakjauh berbeda dengan hasil
penghitungan cepat (qaick cou )dai4 (enpat) lembaga suwei yaitu:
I . Lembaga Survei Indonesia (LS!;
2. Lingkamn Survei Indonesiadan Jaringan Isu Publik (LSI-JIP);
3. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangun{ Stategis (PUSKAPTIS);
4. Rakata Institute Lampung (RIL)-
Dengan hasil itu. KPU Lamprmg menetapkan pasangan UJ sebagai Gub€mur
dan Wakil Gubemur terpilih Provinsi tampung Periode 2009-2014.
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F-nam pasangal CaguHawagub yang tidak menerima penetapan itu mem-
PTUN-kan KPU Lampung yang dianggap tidak netral dan melanggar Pasal 2 UU
No. 22 TahuD 2007 dan Pas^|68.69,10,71,'72, 73, 74 UU No. 32 Tahun 2004
dar Pasal 70 Ayat 4 PP No. 6 Tahun 2005.
Ketua KPU Lamgmg menyatakan siap dipersoalkan secara hulam oleh ke 6
(enam) pasangan CaguHawagub, karena menurut yang bersangkutarL apa yang
telah dilaksanakan sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Surat
Keputussn Penetapqn Pasangan UJ akan disampaikan ke DPRD Provinsi Larnpung
mengart mdaPPNomor 6 Tbtltm 2005 tentang Pemilihar! Pengesaban, Pengar€karaq
dan Pembeftentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeral! sesuai Pasal 89 yang
D€fiyel(e
(1) dalanbal Pemililmn Gubemr-Wakil Gubemur, setelahmembuat Berita
Ac€ra dan Rekapitulasi hasil Penghitungai Suar4 selambat-lambatnya
I (satu) hari diputuskan dalam Pleno KPU Provinsi mtuk menetapkan
pasangan Calon Terpilill
(2) p€netapan pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ), disampaik€n kepada DPRD Provinsi setelahjangka waktu 3 (tiga)
bari
(3) apabila ada pengajuan keberatan dari pasangan Calon lairL KPU hanya
memberitahukao kepada DPRD adanya keberatan tersebut.
Secam resmi 6 (enam) pasangan CaguHawagub mengajukan gugatan ke
Mal*adahAgungmelalui PengadilanTlnggi Ta{ungkarang (bukanmem-PTuN-ka4
sebagainana disebutkan di atas). Berkas gugatan disampailaru Seniq 22 September
2008, melalui Tim Advokasi Pembela Suara Rakyat Larnpung ('IAPSRL), merujuk
pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata
Cam Pengajuan Upaya Hukum, Kebemtan Terhadap Perhitugan Pilkada.
B€ri.asGugatanolehPengadilanTrnggiTanjungkarangditerud€nke Mabkamah
Agung pada hari Selas4 23 September 2008 setelah melengkapi berkas-berkas.
Sidang Pengadilan Mabkamah Agung yang digelar pada hari Selasa. 2 I Oktober
2008, memutuskan: "Menolak Keberatan yang diajukan Para Pemohon dan
merryatakan Komisi Pemilihaa Urrrxrh (KPU) Lampung tidak melakukan
kesolohon dalan penghitungan suora". Majelis Hakimjuga mernbebaakan biaya
pe*an sebesar Rp.300.000 (riga ratus ribu rupiah) kepada para penolwn(lanpung
Posr, Rabq 22 Oktober 2008)-
Denga hrtusan itu lvlabkamahAgung mengakui keabsahan penghitungan suara
oleh KPU t^ampung yang menyatakan pasangan Oedin-Joko (UI) sebagai peraib
s.t^ra lerbarryak (43 27 o/ol.
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Merujuk pada Pasal 94 ayat 5 Peraturao Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tefltang Pemilihari, Pengesaha4 Pengangkatan, dall Pemberhentian Kepala Daemh
dan Wakil Kepala Daerah, Putusan Malkanah Agwrg;b stdah"bersifat Jinal dan
mehgikat". Oleh sebab itu mengacu pada Pasal 109 ayat I UU Nomor 32 Tahun
2004 menjelaskan bahwa pengesahan pengangkatan pasangan Cagub-Cawagub
teryilih dilahkan Presiden selarnbat-larnbatnya dalam waktu 30 (ti$ puluh) hari dari
penetapa4 yang berarti seyogyanya sudah dilantik pada tanggal 20 Nopember 2008,
dihitung dari Penetapan Putusao Mal*amah Agung, 2l Oktober 2008.
Namu apa mau dikata, hal itu tidak bisa dilalcrkan dis€babkal ketentuan Pasal
26 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2008, masajabatan (periode) Gubemur berakhir
sarnpai t4ggal 2 Juni 2009. Dalam konteks ini lebihjelas kelihatan tedadnya"gap"
antata"das sollen" dur"das sein" (a\tat Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2004
dan Pasal 26 Ayat 3 UU Nomor l2 Tahun 2008). Seolah-olah kedua UU tersebut
saling berbenturan atau tidak sinkron. Kejadian seperti kasus di atas bolehjadi
merugikan kepada pasangan terpilih, baik inr sebagai hasil Pilbup atau sebagai hasil
Pilgub yarg terjadi di LamFmg Utam dan Piovimi Lampug.
Mungkin saja hal yang serupa terjadi di bebempa tempat di Wilayah NKRI ini,
misalnya saja seperti kasus Pilgub di Maluku Utam yang membuar heboh (ribut) dan
juga kasus Pilgub di Jawa Timur.
TV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara
lain sebagai berikut:
Pertarn4 bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 s€cara teori hukum (ddJ
.tol/er) keberadaannya sudah jelas dan diundangka[ dalam L€mbamn Negara RI,
namrn s€telah diubah dengan Undang-rmdang Nomor I 2 'l?rlun 200& pelaksanaamya
(das seiz) menimbulkan polemik.
Kedu4 dalam kondisi normal, pengesahan pasangan Gubemurdan Wakil Gubemur
Lampung hasil Pilgub tanggal 3 September 2008 dilakulan selanbaFlambatnya d lam
waktu 30 (tigapuluh) hari sesuai ketentuan Pasal 109 ayat I tru Nomor 32 Tahur
2004, tentang PemerintalEn Daerah.
Ketiga, kondisi dan situasi penyelenggaraan Pilgub tanggal 3 September 2008
diterapkan tidak dalam kondisi dan situasi normal, aninya Pilgub tersebut
diselenggaralan dengan cara dip€rcepat dari yang sehalu$ya FIal tersehd didasarkar
ketentuan atau sebagai pelakanaan ketentuar Pasal 23 3 Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008.
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Keempat bahra aDtara 1da6 sollen" fu,"das retu" nampaknya sulit ditemui
keharmonismyabohkm.na:mhlk'n'g@"dianhrarya.
IIAFIARPUSTAKA
Undang-undang Noaror 32Ibhm 2()04 teotang Pemerintahan Daerah;
Uodang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Perubahan atas Urdang-undang Nomor
32 Tahun 2004) tentug Pemerirrtahat Daerah;
PeratuianMahkasahAgmgNmor2 Tahrm2M5, rc,fta'rg Tata Cara Pengajuan
Upaya Htkun, Kcberal@, terMap Pethitungan Pillada.
PerahnanPemerintah(PP)Nooc6 Tahm2W5, tefi?dry Pemil ihaa Penge saha4
Pengangkatar dan Pemfuletian Kepala Daerah dan ltakil Kepala
Daerah.
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